L/

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JI. Pemuda - Painan
Telp/Fax (0756) 22143, Email : disdukcapil1301@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 900/ 033 /SK/DKPS-PS/I-2018

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR DATABASE
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang

Mengingat

a.

i

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

bahwa untuk pelaksanaan Sistem Administrasi
Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu
menunjuk dan menetapkan Petugas Administrator Database
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2018;

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77)
jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara
Repbulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Repbulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009
tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional,

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang
Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan
Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat
Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang
Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan;




Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten
Pesisir Selatan;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :  Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2
Lampiran Keputusan Ini sebagai Petugas Administrator Database
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2018.

KEDUA :  Tugas dan Kewajiban Petugas Administrator Database Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai berikut :

1. Mengelola dan memonitor fungsi dan kinerja seluruh operating
sistem, jaringan komunikasi data, sistem keamanan aplikasi dan
database pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK);

2. Merencanakan pengembangan dan implementasi infrastruktur
pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

3. Melakukan monitoring backup dan recovery database pada
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

4. Menyajikan dan menginformasikan struktur database Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara berkala;

KETIGA :  Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan Bupati ini.
KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KELIMA :  Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2018 dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap penetapan ini akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Januari 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
____ PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN, /
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR

: 900/ /SK/DKPS-PS/I-2018

TANGGAL JANUARI 2018
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR DATABASE SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

NO NAMA/NIP PANGKATIGOL JABATAN

1 2 3 4

1 |HENGKI PRATAMA PUTRA Pengatur Muda / [l.a ADMINISTRATOR DATABASE

NIP 19851219 201407 1 003
2 |HAMDANI, S.Pd..M.Pd. Staf Non PNS ADMINISTRATOR DATABASE
2

HERU MALZ HARPENDI, S.Kom

Staf Non PNS

ADMINISTRATOR DATABASE
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